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ABSTRAK 
Muh Agung Wijaya (B12113516), dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pelaksanaan Kecelakaan Kerja Dan Pemeliharaan 
Kesehatan Pekerja Pada PT.Telkom di Kota Makassar Makassar”. Di 
bawah bimbingan Marwati Riza selaku Pembimbing I dan Zulkifli Aspan 
selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan 
kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pada PT.Telkom di Kota 
Makassar dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan 
kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja pada 
PT.Telkom di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Telkom 
dan BPJS Ketenagakerjaan cabang kota Makassar dengan 
mewawancarai Pihak dari PT.Telkom dan Pihak dari BPJS 
ketenagakerjaan kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) 
Mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 
PT.Telkom dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di 
Indonesia. Meskipun demikian, PT.Telkom dalam menyelenggarakan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga beracuan pada Peraturan 
Perusahaan PT.Telkom yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 
Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk 
mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai dengan 
program yang dijamin oleh PT Telkom. akan tetapi dalam hal perolehan 
santunan pekerja harus mengurus sendiri dan pelaksanaan jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan sendiri oleh PT.Telkom 
mampu meringankan beban pekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya 
bersama keluarganya. 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
program BPJS ialah kurangnya perhatian perusahaan terhadap 
pembayaran jaminan kepada pekerja dan interval waktu proses 
pemberian jaminan yang cukup lama serta kurang ketelitian dari pihak 
pekerja dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim jaminan 
kecelakaan kerja sebelum diserahkan ke BPJS sehingga memakan waktu 
lama dalam proses pencairannya. 
 
 
 
Kata Kunci : #BPJS  #Kecelakaankerja  #Jaminankesehatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum“. Prinsip negara 
hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur 
penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum 
Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.   
Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum 
Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, 
aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-
alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan-
aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan 
administrasi negara dengan para warga negaranya,1 jadi Hukum 
Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan 
pemerintahan (dalam arti sempit) (Bestuursrecht of administratief 
Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie); 
yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:   
1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;  
                                                          
1 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm 26 
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2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang 
publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan 
cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan 
kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam 
bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan 
dan penggunaan instrument/hukum;  
3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 
kewenangan pemerintahan itu;  
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang 
pemerintahan. 
Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Hukum 
Administrasi Negara menjadi sebuah instrumen dalam keberlangsungan 
pembangunan nasional dewasa ini pembangunan nasional dilakukan 
guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya campur 
tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan 
sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yakni privat dan publik serta 
dalam ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang 
ekonomi. Pemerintah berusaha untuk membangun berbagai sarana dan 
prasana guna mendukung kebijakan di bidang ekonomi tersebut. Salah 
satu yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri. Di 
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antaranya adalah hubungan pekerja dan pengusaha dalam hubungan 
kerja.2 
Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk lingkup 
hukum privat. Mengingat bidang-bidang kajian hukum itu merupakan satu 
kesatuan dan tidak mungkin untuk dilakukan pemisahan maka menjadikan 
hukum ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum fungsional, yaitu 
mengandung bidang hukum yang lainnya. Ditinjau dari sifatnya, hukum 
perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat publik. 
Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang perorangan 
(pembuatan perjanjian kerja). Bersifat publik karena pemerintah ikut 
campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta adanya sanksi 
pidana dalam peraturan hukum perburuhan.3 
Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin 
meningkat disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh 
karena itu, tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan 
peningkatan kesejahteraan sehingga akan meningkatkan produktivitas 
nasional.4 Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin 
meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor 
kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang 
                                                          
2 Zaeni Asyhadie, 2008. Aspek-Aspek Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: 
Rajawali, hlm 1 
3 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi, Sinar Grafika, Jakarta,  
         hlm 12 
4 Abdul Khakim, 2009, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm ix    
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dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 
pekerja,sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pekerja yang 
dapat memberikan ketenangan kerja agar dapat memberikan kontribusi 
positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pekerja.5 
Jika dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa “setiap pekerja/buruh 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja”. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya 
keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan). Selanjutnya diatur juga mengenai sistem keselamatan 
dan kesehatan kerja yang mewajibkan setiap perusahaan wajib 
menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87 Undang-
Undang Ketenagakerjaan).6 
Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 
mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 
kerja seperti yang diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan 
terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 
                                                          
5 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 165 
6 I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana 
University Press, Denpasar, hlm. 8.  
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kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 
mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.7 
Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa jaminan sosial 
adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari economic and 
social distress yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah 
(tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan 
hubungn kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. 
Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui 
program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan 
kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain.8 
Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan 
penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 
penghasilan yang hilang.9 Di samping itu, program jaminan sosial tenaga 
kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:  
1.  Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup 
minimal bagi tenaga kerja besert keluarganya;  
                                                          
7 Ibid. 
8 Aloysius Uwiyono, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,  
         hal 104  
9 Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hal 159  
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2.  Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah 
menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya 
bekerja.10 
Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu 
tanggung jawab dan kewajiban negaa untuk memberikan perlindungan 
sosial ekonomi kepada kepada masyrakat Indonesia, mengembangkan 
program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan 
sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat 
pekerja di sektor formal.11 
Undang-Undang BPJS sendiri terbagi menjadi dua Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
yang bergerak di bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial dalam Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan program 
badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, terutama bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan 
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan 
badan usaha lainnya atau rakyat biasa. BPJS Ketenagakerjaan 
merupakan program publik yang memberikan  
                                                          
10 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi, Sinar Grafika, Jakarta,  
          hal 122  
11 https://www.jamsostek.go.id/ pada 28 Januari 2017 diakses pada pukul 00.05 Wita. 
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Perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi 
tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi 
sosial. Sebelumnya, Empat Perseroan Terbatas, PT.Askes (Persero), 
PT.ASABRI (Persero), PT.Jamsostek (Persero), dan PT.TASPEN 
(Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.12 
Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan 
secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi 
berbagi usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau 
pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro 
dikelompokkan dalam empat usaha utama, yaitu:  
1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu 
usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, 
pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang di kelompokkan dalam 
pelayanan sosial.  
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan  
seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu penderita 
cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.  
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk  
perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lainlain yang dapat 
dikategorikan sebagai sarana sosial.  
                                                          
12 Asih Eka Putri, 2015, Paham BPJS,  Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm 37 
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4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus 
ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga 
pembangunan dan selalu menghadapi resoko-resiko sosial ekonomis, 
digolongkan dalam asuransi social.13 
Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara 
definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat di jumpai dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kesejahtraan Sosial, Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut:  
“Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh 
sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahtraan sosial bagi warga 
negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan.atau masyarakat guna 
memelihara taraf kesejahteraan sosial”14. 
Pembentukan BPJS itu sendiri harus melalui mekanisme penerbitan 
Undang-Undang.Diperlukannya sebuah Undang-Undang yang melandasi 
legalitas status BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Dimana pada Pasal 5 ayat (1) 
dinyatakan bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk 
dengan Undang-Undang.Dalam konteks perusahaan, pekerja berhak 
mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja. Namun dalam kenyataannya 
pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena resiko sosial, seperti 
sakit, hamil, hari tua, mati atau cacat yang menimpa dirinya sewaktu-
                                                          
13 Zaeni Asyhadie, 2013, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 118-119 
 
14 UU No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahtraan Sosial 
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waktu. Karena itu mereka perlu mendapatkan jaminan sosial umtuk 
membiyai kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya dapat ditarik suatu 
kesimpulan, bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan 
oleh masyarakat dari economic and social distress yang disebabkan oleh 
penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, 
kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, 
ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada 
anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya 
penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan 
keluarga, dan lain-lain.15 
Pada umumnya kecelakaan itu terjadi tidak hanya dikarenakan mesin 
yang membahayakan, namun seringkali kecelakaan yang terjadi tersebut 
dikarenakan orang yang menjadi korban itu sendiri (human eror) seperti 
misalnya kecelakaan karena kurang berhati-hati dan kurang keahlian. 
Tenaga kerja yang memberikan tenaga dan keahliannya pada perusahaan 
untuk kegiatan yang produktif, sudah sewajarnya apabila kepada mereka 
diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap 
kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan  sosialnya, baik pada saat 
masih bekerja dihari tua ataupun sesuatu hal mereka tidak mampu lagi 
memenuhi kebutuhan hidupnya.16 
                                                          
15 Aloysius Uwiyono, 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
           hlm 104 
16 Djumadi, 2006, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 7 
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Dalam mengatasi risiko sosial tersebut, seorang pekerja membutuhkan 
biaya cukup besar yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri, sehingga 
membutuhkan bantuan pihak lain. Meminta bantuan sesama teman kerja 
tidak mungkin dilakukan, karena upah yang diterimanya masih dibawah 
upah yang wajar. Sementara meminta pertolongan pada pihak 
perusahaan juga jarang dikabulkan. Untuk mengatasi kondisi demikian, 
maka diperlukan suatu badan atau lembaga yang bersedia menjamin 
kemungkinan terjadinya risiko sosial yang menimpa pekerja pada 
realitanya angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Mengutip 
data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 
hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 
kasus.Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan 
kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan 
kerja.17 
Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menempuh berbagai 
kebijakan untuk melindungi hak-hak kaum pekerja. Tetapi terkadang 
dalam kenyataan, nasib kaum pekerja terletak ditangan pengusaha. 
Sehingga ketentuan tersebut tidak memuaskan pekerja, salah satu 
diantaranya adalah banyak pengusaha yang karena kondisi 
perusahaanya, tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada pekerja yang 
mengalami kecelakaan atau karena sesuatu hal  yang tidak disengaja. 
                                                          
17 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesia 
masih-tinggi.html pada 28 Januari 2017 diakses pada pukul 01.05 wita. 
11 
 
Di Sulawesi Selatan sendiri kurangnya kesadaran perusahaan 
melindungi pekerja masih rendah itu dibuktikan dengan data data 
Disnakertrans Sulsel diketahui, dari ribuan perusahaan yang beroperasi di 
Sulsel, belum mencapai 50 persen yang menerapkan sistem keselamatan 
kerja.18 
Aspek perlindungan dari sistem BPJS dapat secara langsung 
meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu manfaat dari program jaminan ini 
adalah meningkatkan ketenaganakerjaan bagi pekerja yang akhirnya 
dapat meningkatkan output secara optimal, dan pelaksanaan BPJS  
secara langsung juga dapat menimbulkan upaya peningkatan 
produktivitas kerja dan upaya perluasan kesempatan kerja. 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, 
kepesertaan program BPJS wajib bagi setiap orang termasuk orang asing 
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.19 Namun masih 
banyak pemberi kerja yang dengan sengaja tidak mengikuti program 
BPJS, dan tidak semua pemberi kerja mengikut sertakan pekerjanya 
menjadi peserta program BPJS. Ketentuan perundang-undangan yang 
telah dikeluarkan sebagai dasar penyelenggaraan.Program BPJS yang 
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam beberapa hal, ternyata masih 
ada yang kurang memberikan kepastian hukum atau kejelasan, sehingga 
                                                          
18 http://www.antarasulsel.com/berita/25515/kesadaran-pengusaha-sulsel-lindungi-karyawan- 
masih-rendah. di akses pada 28 Januari 2017 pada pukul 02.01 wita. 
19 Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
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sering menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan.Karena itu, 
terkadang terjadi pelanggaran yang tidak diatur bahkan 
mengesampingkan ketentuan hukum yang telah dirumuskan. Selanjutnya 
adalah keterlambatan laporan kecelakaan. Ketentuan menyebutkan 
bahwa dalam kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, wajib 
dilaporkan dalam waktu paling lambat 24 jam, namun praktek 
menunjukkan hampir masih banyak yang mengalami keterlambatan.20 
Padahal relevansi laporan kecelakaan adalah berkaitan dengan penilaian 
atas status kerja dalam hubungannya dengan pembayaran klaim jaminan. 
Dengan pola keterlambatan ini, pegawai pengawas akan kehilangan 
banyak bukti, sehingga terjadi keterlambatan dalam penetapan status 
kecelakaan maupun besarnya komposisi yang harus dibayar oleh BPJS. 
Bahkan dalam kasus seperti ini, sering BPJS mempersulit pelayanan 
pembayaran klaim jaminan.  
Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok pemasalahan 
adalah penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Dan penulis 
merasa tertarik untuk membahas masalah penyelenggaraan jaminan 
kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pada PT.Telkom di Kota 
Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. 
                                                          
20 https://ekbis.sindonews.com/read/674770/34/perusahaan-telekomunikasi-harus-tekan-
kecelakaan-kerja-1348573336 di akses pada 28 Januari 2017 pada pukul 02.05 wita.  
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B. Rumusan Masalah 
Untuk menghindari penguraian yang lebih luas sehingga keluar dari 
pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka masalah-masalah yang 
dirumuskan adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan 
kesehatan pekerja pada PT.Telkom di Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para pekerja pada 
PT.Telkom di Kota Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan 
pemeliharaan kesehatan pada PT.Telkom di Kota Makassar 
dapat melindungi pekerja dalam kecelakaan kerja. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan 
pada PT.Telkom di Kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak 
yang ingin mengkaji ulang mengenai penerapan program BPJS 
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ditinjau dari segi hukum perburuhan dan juga pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 
perburuhan pada khususnya. 
2. Diharapkan berguna bagi pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan BPJS, yaitu pihak perusahaan dan pengusaha 
serta pekerja, sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan 
program BPJS. 
3. Diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah 
sebagai kontribusi pemikiran di dalam menata dan 
mengevaluasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 
khususnya ketentuan masalah BPJS.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perlindungan Pekerja dan Hubungan Kerja 
Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenegakerjaan dinyatakan bahwa: 
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
Dalam pengertian tersebut tampak bahwa hak dasar dari tenaga 
kerja terjamin karena dia tidak semata-mata bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 
dirinya sendiri. Defenisi tersebut di atas sejalan dengan apa yang di 
kemukakan oleh Payaman J. Simanjuntak yang mengemukakan bahwa 
pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk 
yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan 
melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.21 
Arbeidsrecht (hukum perburuhan) sebagai sesuatu yang meliputi 
hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu 
dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang 
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.22Namun dengan 
                                                          
21 Husni Lalu, 2010,Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 
            hlm 97 
22 Lenny Ramli, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, AUP, Surabaya,  hlm 6 
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digantinya istilah buruh dengan istilah pekerja/buruh, konsikuensi istilah 
hukum perburuhan menjadi tidak sesuai lagi. 
Perburuhan berasal dari kata “buruh”, yang secara etimilogis dapat 
diartikan dengan keadaan memburuh, yaitu keadaan dimana sorang 
buruh bekerja pada orang lain. Dilain pihak ada beberapa sarjana yang 
pernah mempergunakan hukum ketenagakerjaan.Ketenagakerjaan 
berasal dari kata tenaga kerja yang artinya “segala hal yang berhubungan 
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kerja” (Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan).Dengan demikian, hukum perburuhan lebih sempit 
cakupanya dari pada hukum ketenagakerjaan karena hanya menyangkut 
selama tenaga kerja (buruh) melakukan pekerjaan.23  
Disamping itu, subjek yang diatur dalam hukum perburuhan adalah 
buruh saja, yaitu orang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima 
upah, sedangkan subjek dan  objek hukum dan ketenagakerjaan 
sangatlah luas. Untuk itu penyusunan mencoba mempergunakan istilah 
“hukum kerja” sebagai pengganti istilah hukum perburuhan, dengan ruang 
lingkup atau cakupan dan pengertian yang sama dengan hukum 
perburuhan, yaitu yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadaan 
berkarya pekerja/buruh pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, 
keadaan tenaga kerja pada masa penempatan (tenaga kerja dalam masa 
                                                          
23 Asyhadie Zaeni. 2007, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali 
Pers, hlm 1. 
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hubungan kerja). Pada prinsip hukum kerja adalah serangkaian 
pengaturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan 
bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.24 
Istilah tenaga kerjadalam hubungan kerja tidak disamakan dengan 
istilah pekerjakarena pekerja menempati posisi subjek hukum sedangkan 
tenaga kerja menempati posisi selaku subjek hukum. 
1. Pengantar Pekerja dan Perusahaan 
a. Pekerja 
 Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:  
“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk apapun”. 
 Pengertian ini amat luas karena mencakup setiap orang yang 
bekerja dengan siapa saja dan diberi upah dalam bentuk apapun, meski 
dalam bentuk barang bukan uang.Pada zaman feudal atau zaman 
penjajahan belanda yang dimaksudkan dengan buruh/pekerja itu biasanya 
adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-
lain orang yang melakukan pekerjaan kasar sejenisnya.Pada waktu masih 
dalam masa penjajahan Belanda inilah telah diberikan keleluasaan untuk 
para budak/hamba/buruh atau yang sekarang lebih dikenal dengan tenaga 
                                                          
24 ibid 
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kerja membentuk sendiri organisasi perburuhan (ketenagakerjaan) yang 
efeknya masih dirasakan sampai saat ini.25 
Orang-orang pada pemerintah dahulu disebut “Blue Collar”. 
Sedangkan orang-orang yang melakukan pekerjaan “halus” yang tak 
pernah bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti disebutkan 
diatas oleh pemerintah Hindia Belanda disebut  dengan istilah 
Karyawan/Pegawai atau disebut dengan “White Collar”, biasanya orang-
orang yang termasuk White Collar ini adalah pekerja (bangsawan) yang 
bekerja di kantor dan orang-orang Belanda dan Timur asing lainnya.26 
Pemerintahan Hindia Belanda dan membedakan status antara Blue 
Collar dan White Collar ini semata-mata hanya untuk memecah belah 
bangsa. Bumi putra saja, dimana oleh pemerintahan Hindia Belanda 
antara Blue Collar dan White Collar ini diberikan kedudukan dengan status 
yang berbeda. Pada saat sekarang, didalam perundang-undangan 
ketenagakerjaan antara buruh kasar dan buruh halus semuanya adalah 
tenaga kerja yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak 
mempunyai perbedaan apapun. 
b. Pengusaha 
       Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian pengusaha adalah: 
                                                          
25 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2015, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), 
PTIK, Jakarta, hlm 3 
26 Zainal Asikin. 2012. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. PT Raja Grafindo,  hlm 40. 
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a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatuperusahaan milik sendiri; 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
sendiri-sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 
di Indonesia memiliki perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan diluar Indonesia. 
 Berbeda halnya dengan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menggunakan istilah pemberi 
kerja bukan pengusaha. Dalam Pasal 1 angka (9) memberikan pengertian 
pengusaha yaitu: 
“Pemberi  Kerja  adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan 
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnyaperusahaan” 
 Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian 
perusahaan adalah: 
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 
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swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengawas dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 
2. Hubungan Kerja dan Perlindungan dalam Hubungan Kerja 
a. Hubungan Kerja 
Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa: 
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah”. 
Faktor yang terpenting dari hubungan kerja adalah perjanjian kerja 
itu dinyatakan dalam Pasal 50 bahwa: 
“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha 
dan pekerja/buruh”. 
Sebab dalam perjanjian kerja diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari para pihak, dalam hal ini perusahaan dengan 
pekerja.Dengan adanya perjanjian kerja, perusahaan dan pekerja terkait 
oleh aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ditaati, sehingga hal tersebut 
dapat meminimalisasi masing-masing pihak mencurangi pihak yang 
lainya, yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu 
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pihak.Jika suatu perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan secara 
lisan.Jika suatu perjanjian kerja dibuat secara tertulis, persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah sebagaimana 
yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 
yakni : 
a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Jika para pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada 
huruf a dan b, perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan dalam arti, 
perjanjian tersebut harus dimintakan pembatalannya ke pengadilan yang 
berwenang, sedangkan jika para pihak melanggar ketentuan 
sebagaimana yang diatur pada huruf c dan d, perjanjian kerja tersebut 
batal demi hukum. Suatu perjanjian yang batal demi hukum adalah suatu 
perjanjian yang secara yuridis tidak berlaku bagi para pihak tanpa 
diperlukan upaya dari salah satu pihak untuk meminta pembatalan 
perjanjian tersebut. 
b. Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja merupakan dasar bagi pekerja dan juga dasar bagi 
perusahaan untuk mengubah status dari pekerja tersebut.Sebagaimana 
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diketahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perjanjaian kerja dibagi 
menjadi 2 (dua), yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan 
perjanjian waktu tidak tertentu (PKWT). 
a) Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang 
didasarkan pada suatu pekerjaan yang penyelesaianya dapat 
diperkirakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), dan (8) dinyatakan bahwa: 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu:  
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau  
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan.  
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap,   
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Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau 
diperbaharui,  
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,  
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu 
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 
tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan, 
Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya 
perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja 
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 
(dua) tahun,  
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu, 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri. 
 Pada keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor KEP, 100/MEN/VI/2004 diatur bahwa untuk perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan, harus dicantumkan batasan 
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suatu pekerjaan dinyatakan selesai apabila sudah dilakukan serah antara 
pemborong dengan pemilik rumah, adapun jenis-jenis dan perjanjian kerja 
waktu tertentu (PKWT) sebagai berikut: 
1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang 
penyelesainnya paling lama 3 Tahun. 
2. Bersifat musiman, yakni bergantung pada musim/cuaca dan untuk 
memenuhi pesanan/target tertentu. 
3. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau pokok 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
4. Pekerja harian/lepas untuk pekerjaan yang berubah-ubah dalam 
hal waktu dan volume dan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 
satu bulan. 
b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian 
kerja yang didasarkan pada pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan 
tidak bersifat pekerjaan untuk membangun jembatan dan pekerjaan untuk 
mengoprasikan jembatan. Pada pekerjaan membangun jembatan, ada 
jangka waktu untuk penyelesaian pembuatan jembatan, sedangkan 
pekerjaan untuk mengoprasikan jembatan, tidak ada jangka waktunya 
sebab jembatan tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar setiap 
harinya.27 
                                                          
27 Jimmy Joses Sembiring. 2016,Hak dan Kewajiban Pekerja, Trans Media Pustaka, Jakarta 
Selatan,hlm 62 
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Dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa: 
Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.Dalam masa percobaan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dilarang membayar 
upah di bawah upah minimum yang berlaku. 
c. Upah 
 Dalam Pasal 1 ayat (30)Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa: 
Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja 
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan. 
Upah menjadi hak dasar atau asasi bagi pekerja yang harus dipenuhi 
oleh pengusaha. Olehnya itu upah merupakan hak konstitusional pekerja 
(warga negara) untuk memenuhi penghidupan yang layak atas 
pekerjaannya.28 Maka apabila pengusaha atau pemberi kerja tidak 
membayar upah pekerja maka terjadi yang lamanya pelanggaran hak 
terhadap pekerja. 
                                                          
28 Widodo Suryandono, 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 102 
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Penetapan upah oleh pengusaha tidak dapat ditentukan secara 
sepihak, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan  dari upah minimum 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diatur pada Pasal 90 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga pengusaha tidak 
dapat mebayarkan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang 
ditetapkan.Jika pengusaha tetap membayarkan upah dibawah ketentuan 
upah minimum kesepakatan mengenai upah tersebut menjadi batal demi 
hukum dan sebagai akibatnya, pengusaha wajib untuk membayar upah 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.29 
d. Kesejahteraan Pekerja 
 Berdasarkan Pasal 1 angka (31) Undang-Undang 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa: 
Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan 
atau keputusan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam 
maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung 
dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja aman dan 
sehat. 
 Dari penjelasan tersebut diatas memberikan isyarat bahwa 
kesejahteraan pekerja harus diperhatiakan dan pemunuhan hak pekerja 
menjadi prioritas dalam hubungan kerja. Lalu pada Pasal 99 ayat (1) dan 
(2) di jelaskan bahwa: 
                                                          
29 Jimmy Joses Sembiring.2016,Hak dan Kewajiban Pekerja, Trans Media Pustaka, Jakarta 
Selatan,hlm 62. 
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Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja. 
Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3.Jaminan Perlindungan Pekerja Terhadap Jaminan Sosial 
Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberi pengertian 
bahwa: 
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak. 
Dalam hubungan dengan masalah ketenagakerjaan, jaminan sosial 
bagi tenaga kerja dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata 
cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan 
penyelenggaraan jaminan sosial. Pengertian jaminan sosial secara luas 
yaitu meliputi setiap usaha dalam bidang kesejahteraan sosial yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, mengatasi 
keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan.30 
                                                          
30 Widodo Suryandono, 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 102 
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Perlindungan kerja menjadi sebuah intrumen dalam upaya perwujudan 
kesejahteraan tenaga kerja. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik 
dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan 
meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan 
sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan 
demikian secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja sebagai 
berikut:31 
1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuanya untuk 
memungkinakan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan 
kehidupanya sebagaimana manusia pada umumnya dan 
khususnya sebagai anggota keluarga. Perlindungan sosial ini 
disebut juga dengan kesehatan kerja. 
2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha yang menjaga agar pekerja/buruh terhindar 
dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja 
atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut 
sebagai keselamatan kerja. 
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang 
berkaitn dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada 
pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi 
                                                          
31 Asyhadie Zaeni. 2007, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali 
Press, hlm 78 
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keperluan sehari-hari keluarganya. Perlindungan jenis ini biasanya 
disebut jaminan social 
a) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
Kesehatan Kerja dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak 
pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 
kerja. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan 
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh 
guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara 
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya 
ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan 
demikian tujuan kesehatan kerja adalah  
1. Melindungi pekerja dari resiko kesehatan kerja.  
2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh.  
3. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin 
kesehatannya.  
4. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara 
aman dan berdaya guna.   
Mengenai hal ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 yang meliputi:  
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1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
atau  
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu.  
Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan hari libur resmi 
atau cuti kepada pekerja atau buruh, yaitu:  
1. Istirahat jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat 
tersebut tidak termasuk jam kerja.  
2. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja seminggu 
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.  
1) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 
setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 
(dua belas) bulan secara terus-menerus.  
2) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-
masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja 
selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada 
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 
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(dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap 
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.32 
b) Jaminann Keselamatan Kerja  
Dengan majunya industrialisasi dan modernisasi, maka dalam 
peningkatan intesitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja.Hal 
ini memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif dari para pekerja. 
Kelelahan, kurang perhatian, kehilangan keseimbangan dan lain-lain 
merupakan akibat dan sebab terjadinya kecelakaan maka perlu dipahami 
perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja yang tepat, selanjutnya 
dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan 
realistis yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan 
rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang 
bersangkutan untuk dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan 
produksi dan produktivitas kerja.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa 
setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya 
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan 
produksi serta produktivitas Nasional.Setiap pekerja/buruh yang berada di 
tempat kerja terjamin pula keselamatannya.Setiap sumber produksi perlu 
dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.Perlu diadakan segala 
daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.Pembinaan 
norma-norma perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat 
                                                          
32 F.X. Djuamialdji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 34   
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ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai 
dengan perkembangan masyarakat.industrialisasi teknik dan teknologi.  
B. Dasar Hukum Pemberian Jaminan Sosial 
Dihampir seluruh dunia, masalah hak asasi manusia diangkat sebagai 
hal yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin 
mencapai demokrasi.Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. 
Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 
NRI 1945.Hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi dewasa ini harus 
ditafsirkan secara kontekstual dengan pendekatan integral, sehingga hak 
asasi manusia mempunyai arti tidak saja bagaimana selama ini kita kenal 
sekedar bebas berbicara, berkumpul dan beragama. Tapi juga terkait 
dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi, aplikasinya antara lain 
bagaimana mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan menciptakan 
keadaan bersama. Hak ekonomi, sosial dan kultural antara lain hak 
mendapat pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan wanita, 
anak-anak dan lain-lain, oleh karena itu setiap orang sebagai anggota 
masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya 
hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang diperlukan untuk harkat dan 
martabat serta kebebasan pribadinya. Jadi jelas bahwa, negara melalui 
pemerintahannya wajib menyelenggarakan dan memberikan jaminan 
sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya. 
Jaminan sosial merupakan usaha untuk memberikan perlindungan 
dasar guna memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi pekerja beserta 
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keluarganya terhadap resiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya 
atau hilangnya penghasilan. Menurut ILO, jaminan sosial adalah jaminan 
yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang 
dapat membantu anggota masyartakat dalam menghadapi resiko yang 
mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau 
bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat. 
Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan 
tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi 
manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui 
norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka 
sebagaimana ditulis oleh Iman Soepomo membagi perlindungan pekerja 
ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 
 1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang 
berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja 
suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari 
baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut 
tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. 
Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. 
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan 
pekerja itu mengenyam dan mempertimbangkan prokehidupannya 
sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat 
dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 
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3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang 
berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya 
kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat 
kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan 
perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini 
disebut dengan keselamatan kerja. 
Sementara itu dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan atas: 
a) Keselamatan dan kesehatan kerja; 
b) Moral dan kesusilaan; dan 
c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama. 
Pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja diatas 
guna melindungi pekerja dan mewujudkan produktivitas pekerja. 
Manfaat yang diberikan program jaminan sosial merupakan hak 
normatif masyarakat, khususnya pekerja.Jaminan sosial merupakan 
komponen Hak Asasi Manusia.Dengan demikian, penyelenggaraannya 
berkaitan dengan aspek hukum nasional.Dimana secara hukum nasional, 
jaminan sosial merupakan alat bagi penciptaan solidaritas dan tanggung 
jawab sosial. Lewat jaminan sosial, masyarakat yang lebih kuat akan 
membantu masyarakat yang lebih lemah. Pemberian jaminan sosial 
sebagai realisasi dari impian seluruh pekerja memberikan harapan untuk 
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masa depan serta nasib kaum pekerja. Mempekerjakan pekerja secara 
manusiawi merupakan kewajiban pengusaha sebagaimana dijamin dalam 
ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap 
warga Negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”. Berdasarkan amanat konstitusi inilah, anggota 
masyarakat yang berpenghasilan lewat pekerjaannya, diwajibkan 
mengikuti program jaminan sosial. 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
meningkatnya resiko sosial, maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk 
menyempurnakan program jaminan sosial kemudian aturan mengenai 
jaminan sosial diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Dalam pertimbangan 
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial huruf a menyebutkan bahwa: 
Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya 
menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur. 
Hal ini tentu untuk menjamin hak dasar masyarakat dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.Peran negara memang sudah seharusnya 
menjamin kesejahteraan warga negaranya sebagaimana yang tertuang 
dalam cita negara atau sidestaat Republik Indonesia. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial memberikan pengertian suatu tata cara 
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan 
penyelenggaraan jaminan sosial. Maka dalam penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial diperlukan suatu badan sebagai penyelenggara sistem 
tersebut. Sistem jaminan sosial dalam penyelenggaraannya memiliki 
asas-asas sebagai dasar penyelenggaraan yakni:33 
a. Kegotong-royong, yakni prinsip kebersamaan antar peserta 
dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang 
diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar 
iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 
b. Nirlaba, yakni prinsip pengelolaan usaha yang 
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana 
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh 
peserta. 
c. Keterbukaan, yakni prinsip mempermudah akses informasi 
yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. 
d. Kehati-hatian, yakni prinsip pengelolaan dana secara 
cermat, teliti, aman, dan tertib. 
e. Akuntabilitas, yakni prinsip pelaksanaan program dan 
pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
                                                          
33 Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
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f. Portabilitas, yakni prinsip memberikan jaminan yang 
berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau 
tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
g. Kepesertaan bersifat wajib, yakni prinsip yang 
mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan 
sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. 
h. Dana amanat, yakni bahwa Iuran dan hasil 
pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta 
untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan 
peserta jaminan sosial. 
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 
sebesar-besar kepentingan masyarakat. 
 Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 
2004 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial harus 
dibentuk dengan Undang-Undang. Setelah itu, pada tahun 2011 lahir 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial guna melaksanakan sistem jaminan sosial. BPJS 
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya. Dalam pembentukan badan tersebut 
memiliki ruang lingkup yakni: 
38 
 
a) BPJS Ketenagakerjaan; dan 
b) BPJS Kesehatan. 
 Dalam penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan terbagi ke dalam 
beberapa program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. 
 Maka sejak ditetapkannya Undang-Undang BPJS, pada tanggal 1 
Januari 2014 pemerintah mengubah PT.Jamsostek menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai perintah dari Undang-Undang BPJS tersebut.34 
1. BPJS Ketenagakerjaan 
 Pemenuhan kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab pemberi 
kerja.Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pekerja memiliki posisi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja.Oleh sebab itu 
diperlukan suatu perlindungan terhadap para pekerja karena cenderung 
pemberi kerja melanggar hak-hak pekerja. Untuk memberikan 
perlindungan terhadap pekerja maka lahirlah program BPJS 
ketenagakerjaan meliputi beberapa program sebagai berikut.35 
a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 
b. Jaminan hari tua (JHT) 
c. Jaminan pensiun (JP) 
d. Jaminan kematian (JKM) 
                                                          
34 Asih Eka Putri, 2015, Paham BPJS,  Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm 17 
35 Jimmy Joses Sembiring.2016,Hak dan Kewajiban Pekerja, Trans Media Pustaka, Jakarta Selatan. 
hlm 248 
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a. Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) 
Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan 
kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap 
kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah 
menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar 
dilalui.Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada seseorang yang telah 
membayar iuran. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh 
penghasilan yang di akibatkan oleh kematian atau cacat karena 
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan 
kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja 
sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat catatannya, maka 
jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental 
tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bekerja 
lagi. 
Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan 
kecelakaan kerja berupa penggantian biaya yaitu: 
a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan 
kerja ke rumah sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya 
pertolongan pertama pada kecelakaan  
b. Biaya pemeriksaan dan perawatan  selama di rumah sakit, 
termasuk rawat jalan. 
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c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan atau alat ganti 
(prothose) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang 
atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. 
Selain pengantian biaya tersebut diatas, kepada pekerja yang tertimpa 
kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi : 
1. Santunan sementara tidak dapat bekerja 
2. Santuan cacat sebagaian untuk selama-lamanya  
3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun 
mental dan atau santunan kematian 
b. Jaminan Hari Tua 
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa: 
Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang 
tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia 
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 
Hari tua adalah risiko kehidupan yang dapat mengakibatkan 
terputusnya upah karna pada usia demikian tidak lagi mampu bekerja. 
Dengan terputusnya atau kemungkinan terhentinya upah sehubungan 
dengan hari tua, pada pekerja dapat timbul kerisauan dan terpengaruhnya 
keadaan pekerja sewaktu pekerja masih bekerja terutama pada pekerja 
yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian 
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penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada usia pekerja 
mencapai usia pensiun atau memenuhi persyaratan tertentu. 
c. Jaminan Pensiun 
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun 
menyebutkan bahwa: 
Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki 
usia pensiun, mengalami  cacat total tetap, atau meninggal dunia. 
Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap 
bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat 
total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.36 
Adapun usia pensiun yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 
a. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 Tahun namun mulai 1 
Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 Tahun. 
b. Usia Pensiun selanjutnya bertambah satu tahun untuk setiap tiga 
tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 Tahun. 
c. Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang 
bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk 
                                                          
36 Tim Visi Yustisia, 2014, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS, Visi 
Media, Jakarta Selatan, hlm 6 
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menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau 
pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama tiga tahun 
setelah usia pensiun.37 
Hal ini berarti pekerja memiliki hak dalam mendapatkan pemeliharaan 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga dapat 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka program 
pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulan dan 
pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 
pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 
Jaminan ini meliputi: 
a. Perawatan rawat jalan tingkat pertama 
b. Rawat jalan tingkat lanjutan  
c. Rawat inap 
d. Pemaksaan kehamilan dan pertolongan persalinan 
e. Penunjang diangnostik 
f. Pelayanan khusus 
g. Pelayanan gawat darurat 
Dalam penyelenggaraan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, 
badan penyelenggara wajib: 
a. Memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta; 
dan 
                                                          
37 Lihat Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun 
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b. Memberikan keterangan yang perludi ketehaui peserta mengenai 
paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan. 
Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan pekerja, suami 
atau istri, anak-anak harus menunjukan kartu pemeliharaan kesehatan. 
Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dimulai dari pelayanan 
kesehatan tingkat pertama yang di tunjuk oleh badan penyelenggara jika 
diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan, bagi pekerja, suami atau istri 
atau anak-anak pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama harus 
memberikan surat rujukan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 
lanjutan yang ditunjuk. 
      Pelayanan kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut memberikan 
surat rujukan dalam hal pekerja suami atau istri atau anak-anak 
melakukan pelayanan penunjang diagnostik atau rawat inap. Jika pekerja 
suami atau istri atau anak-anak, memerlukan pelayanan gawat darurat 
dapat langsung memperoleh pelayanan dari pelaksana pelayanan 
kesehatan atau rumah sakit terdekat dengan menunjukkan kartu 
pemeliharaan kesehatan. 
 Bagi pekerja atau istri pekerja yang memerlukan pemeriksaan 
kehamilan atau persalinan memperoleh pelayanan pemeliharaan 
kesehatan dari rumah bersalin yang di tunjuk. Jika terjadi persalinan yang 
sulit maka pekerja atau istri pekerja dapat di rujuk ke rumah sakit . 
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 Pekerja, suami atau istri atau anak-anak pekerja mendapatkan 
resep obat, harus mengambil obat tersebut pada apotik yang telah di 
tunjuk dengan menunjukan kartu pemeliharaan kesehatan. Apotik harus 
memberikan obat yang diperlukan oleh pekerja atau suami atau istri atau 
anak-anak peketja sesuai dengan standar obat yang berlaku, maka selisih 
biaya obat tersebut ditanggung sendiri oleh pekerja yang bersangkutan. 
 Pelaksanaan pemberian pelayanan paket jaminan pemeliharaan 
kesehatan dasar dilakukan oleh pelaksana peleyanan kesehatan 
berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan badan penyelenggara. 
Badan penyelenggara melakukan pembayaran kepada pelaksana 
pelayanan kesehatan secara praupaya dengan sistem kapitasi.Pemberian 
pelayanan oleh pelaksana pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan medis yang nyata dan standar pelayanan medis. 
d.Jaminan kematian 
            Kematian yang mendapat santunan adalah pekerja yang 
meninggal dunia pada saat menjadi peserta jamsostek jaminan ini 
merupakan suplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya 
merupakan jaminan masa depan pekerja. Sesuai Pasal 1 angka (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan 
bahwa jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan ahli 
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 
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Jaminan ini dimaksudkan untuk turut menaggulangi meringankan beban 
keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya 
pemakaman. Sama halnya dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian juga ini ditujukan bagi orang yang telah membayar iuran.Hak ini 
juga tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita oleh 
siapapun. 
             Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja 
akan mengakibatkan terputusnya pengasilan dan sangat berpengaruh 
pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh 
karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban 
keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa 
uang yang diberikan kepada janda atau duda atau anak. 
 Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan 
kematian adalah sebagai berikut: 
a. Janda 
b. Anak 
c. Orang tua 
d. Cucu 
e. Kakek atau nenek 
f. Saudara kandung 
g. Mertua 
 Pihak-pihak yang disebutkan diatas mengajukan pembayaran 
kematian kepada badan penyelenggara dengan disertai bukti-bukti, yaitu 
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kartu peserta dan surat keterangan kematian. Berdasarkan pengajuan 
inilah, badan penyelenggara membayarkan santuan kematian dan biaya 
pemakaman kepada keluarga yang berhak.yang berlaku dengan tetap 
memperhatikan mutu pelayanan. 
2. BPJS Kesehatan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
merupakan badan hukum yang dibentuk secara hukum untuk 
menyelenggarakan adanya program jaminan kesehatan.BPJS Kesehatan 
merupakan badan hukum yang khusus dibentuk untuk dapat 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.Untuk kepesertaan BPJS, kepesertannya dibagi menjadi 2 
(dua) kelompok, yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan 
Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.PBI jaminan 
kesehatan ditunjukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
iurannya dibayar oleh pemerintah. Selain fakir miskin, mereka yang 
mengalami cacat total tetap dan tidak mapu juga masuk ke dalam 
kelompok ini. adapun BPJS Kesehatan yang bukan PBI Jaminan 
Kesehatan ditunjukan bagi pekerja penerima upah dan anggota 
keluargannya, dan pekerja bukan penerima upah dan anggota BPJS 
Kesehatan.38 
                                                          
38 Jimmy Joses Sembiring. 2016, Hak dan Kewajiban Pekerja, Trans Media Pustaka, Jakarta 
Selatan, hlm 245 
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Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 
2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa: 
“BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. 
Dalam 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa: 
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 
3. Penyelenggara BPJS 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional ditegaskan untuk memberikan 
perlindungan kepada tenaga kerja di selenggarakan program BPJS 
Ketenagakerjaan yang pengelolanya dapat dilaksanakan dengan 
mekanisme asuransi. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 
15 ayat (1) dijelaskan bahwa: 
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program 
Jaminan Sosial yang diikuti. 
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Oleh karena itu pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam 
program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan 
bahwa: 
Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut 
anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 
Oleh karena itu pengusaha wajib memiliki daftar pekerja beserta 
keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar 
kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri 
sendiri, selain itu pengusaha juga wajib menyempatkan data 
ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja kepada badan 
penyelenggara. Pemberi kerja pun harus mendaftarkan pekerjanya 
kepada program jaminan sosial. 
         Jika dalam menyampaikan data tentang hal-hal diuraikan oleh 
pengusaha tidak benar, sehingga mengakibatkan ada pekerja yang tidak 
terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, maka 
pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang 
telah di tetapkan. Sementara itu jika hal itu mengakibatkan kekurangan 
pembayaran jaminan kepada pekerja, maka pengusaha wajib memenuhi 
kekurangan jaminan tersebut.Sebaiknya jika hal itu mengakibatkan 
kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan 
kelebihan tersebut kepada badan penyelenggara. 
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4. Badan Penyelenggara BPJS 
Penyelenggara BPJS dilakukan oleh badan penyelenggara.Badan 
penyelenggara yang dimaksudkan adalah badan usaha milik negara yang 
di bentuk dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 5 
angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Selanjutnya di angka (3) 
menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah: 
a) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK);  
b) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN);  
c) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan  
d)  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia 
(ASKES);  
Ada beberapa alasan mengapa penyelenggara badan sosial sebaiknya di 
kelola pemerintah: 
a. Penyelenggaraan BPJS oleh BUMN dapat menciptakan 
kegotongroyongan yang telah efektif antara peserta muda 
dengan yang lebih tua, yang sehat dengan yang sakit dan yang 
berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah.  
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b. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dapat di 
selenggarakan lebih muda untuk menjamin stabilitas badan 
penyelenggara dalam memenuhi kewajiban. 
c. Badan penyelenggaraan yang terpusat dapat lebih muda 
menangani perpindahan peserta dan perusahaan atau daerah 
satu perusahaan atau daerah lain yang frekuensinya cukup 
tinggi.  
d. Penegakan hukum dari program wajib yang merupakan ciri khas 
dari penyelenggara BPJS dapat dilakukan lebih efisien. 
e. Dana dapat terpupuk secara efektif dengan pemanfaatanya 
yang telah terkoordinasikan. 
f. Dapat di tekan sekecil mungkin bahaya kegagalan, 
ketidakmampuan dan kebangkrutan dan penyelenggaraan 
perlindungan yang bersifat dasar ini. 
Adapun fungsi, tugas, dan kewenangan dari dibentuknya BPJS 
Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 yakni sebagai 
berikut: 
a) Fungsi 
1) Menyelenggarakan program jaminan kesehatan 
2) Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja; 
3) Menyelenggarakan program jaminan kematian; 
4) Menyelenggarakan program jaminan pensiun; dan 
5) Menyelenggarakan program jaminan hari tua. 
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b) Tugas 
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi 
kerja; 
3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah; 
4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; 
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan 
sosial; 
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; 
dan 
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 
jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. 
c) Kewenangan 
1) Menagih pembayaran Iuran; 
2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka 
pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek 
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil 
yang memadai; 
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 
peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
jaminan sosial nasional; 
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4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai 
besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada 
standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; 
5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 
kesehatan; 
6) Mengenakan sanksi administrative  kepada peserta atau 
pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 
7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 
mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau 
dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminan sosial. 
  
BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial memiliki asas-asas 
yakni asas kemanusiaan, asas manfaat, dan keadilan sosial seluruh 
masyarakat Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 
2011 menjelaskan ketiga asas tersebut yakni: 
1) Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang 
terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 
2) Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat 
operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. 
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3) Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil. 
 Berdasarkan hal tersebut BPJS merupakan sarana yang menjamin 
kesejahteraan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.Namun 
jaminan sosial terhadap pekerja selama ini masih minim di sebabkan 
berbagai macam faktor.Salah satunya di PT.Telkom Kota Makassar yang 
memilik banyak karyawan namun jaminan yang dapat dirasakan oleh 
karyawan masih sulit untuk dinikmati. 
C. Dasar Hukum dan Mekanisme Kepesertaan Pekerja PT. Telkom 
pada BPJS 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu 
program yang bila mengacu pada UU No.40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional di selenggarakan oleh pemerintah 
yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk 
menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada 
masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial.BPJS terdiri dari BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
1. Pengertian BPJS Kesehatan  
a) Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat  
b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah 
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
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jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai opersional pada 
tanggal 1 Januari 2014.  
c) Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan 
kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang 
telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah 
membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. 
Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan  Kesehatan 
lain  
d) Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin 
dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang 
iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan 
Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir 
miskin, yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan 
lainnya adalah yang  mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, 
dan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas pekerja 
penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima 
upah dan anggota keluarganya dan Bukan pekerja dan anggota 
keluarganya. 39 
                                                          
39 Putri Asih Eka, 2015, Paham BPJS,  Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hal 56 
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Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari 
kehadiran PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal bakal 
dari terbentuknya BPJS Kesehatan.Pada tahun 1968, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur 
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun 
(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 230 Tahun 1968.  Menteri Kesehatan membentuk 
Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan 
Penyelenggara Dana  Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh 
Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) 
dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional 
Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas 
dan dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat 
Negara) beserta anggota keluarganya  Dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi 
Perusahaan Umum Husada Bhakti. Badan ini terus mengalami 
transformasi yang dari tadinya Perum kemudian pada tahun 1992 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum 
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan 
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada 
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Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada 
peserta dan manajemen lebih mandiri. 40 
Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen  
Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor  
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, 
sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS askes (Asuransi 
Kesehatan) yang sebelumnya dikelola oleh  PT Askes Indonesia 
(Persero), berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 
2014.  
Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan 
kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan 
ambulans.Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari 
Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh 
BPJS Kesehatan. 
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 
meliputi : 
a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan 
non spesialistik mencakup: 
1. Administrasi pelayanan;  
                                                          
40 Yustisia Tim Visi, 2014, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS, Visi Media, 
Jakarta Selatan, hlm 83 
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2. Pelayanan promotif dan preventif;  
3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;  
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 
operatif;  
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;  
7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat 
pertama;  
b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan 
kesehatan mencakup  
1. Rawat jalan, meliputi:  
a. Administrasi pelayanan;  
b.  Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik 
oleh  dokter  spesialis dan sub spesialis;  
c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi 
medis;  
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  
e. Pelayanan alat kesehatan implant;  
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f.  Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai 
dengan indikasi  medis;  
g.  Rehabilitasi medis;  
h.  Pelayanan darah;  
i.  Peayanan kedokteran forensic;  
j.  Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan;  
2. Rawat Inap, meliputi:  
a. Perawatan inap di ruang intensif;  
b.  Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 
2. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan 
a. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada 
pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau 
pegawai baik pegawai negeri maupun swasta.  
b. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang 
bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS 
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh 
pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang 
asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. 
Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja 
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(JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP).  
c) Khusus pada jaminan Pensiun (JP) baru berlaku mulai Juli 2015.  
d) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan 
adalah pengganti BPJS  
e) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program 
SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau 
karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi intinya 
BPJS  (Badan Penyelengaraan Jaminan  Sosial) Ketenagakerjaan 
fokus untuk jaminan pensiunan  bagi  para pekerja atau karyawan.  
f) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan 
adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai,baik 
pegawai negeri maupun swasta.  
Dengan pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS 
(Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bisa 
dibilang asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun 
swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama.Dengan 
beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
diharapkan cakupan semesta kepesertaan jaminan sosial dan 
pemberian manfaat yang lebih baik kepada peserta dan anggota 
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keluarganya dapat diwujudkan dalam rangka memenuhi hak 
konstitusional penduduk atas jaminan sosial.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
41 Putri Asih Eka, 2015, Paham BPJS,  Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hal 44 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.Lokasi Penelitian 
 Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang di 
maksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) 
karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab 
permasalahan tertentu.42 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di PT.Telkom Kota Makassar dan BPJS 
ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar. Dalam penelitian alasan penulis 
memilih objek penelitian tersebut dengan alasan bahwa: 
1. PT.Telkom merupakan salah satu perusahaan di Kota Makassar. 
2. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sebagai BUMN yang 
melaksanakan fungsi dan tugas sebagai badan penyelenggara 
jaminan sosial Ketenagakerjaan di Makassar. 
 
 
 
 
                                                          
42 Amiruddin Zainal Askin, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, depok, hlm 19   
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B.Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentang apa yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.43 
2. Sampel  
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.44 
C.Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu:  
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. 
Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) 
pada lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan 
lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
                                                          
43 Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA. hlm 148 
44 Ibid 
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D.Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:  
1. Penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan data 
pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan 
hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung kepada karyawan PT.Telkom yang 
bersangkutan. 
E.Analisis Data 
 Data yang baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap 
Kecelakaan Kerja di PT.Telkom 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT.Telkom diperoleh data 
mengenai jumlah tenaga kerja di PT.Telkom Menurut Budiani Jafar selaku 
Humas PT Telkom jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT. Telkom pada 
tahun 2017 tercatat sebanyak 152 orang, dibagi dalam 55 orang tenaga 
kerja tetap dan 97 orang tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu, 
yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.45 Dengan 
rincian sebagai berikut: 
Tabel 1 
Penggolongan Karyawan PT.Telkom 
Golongan Bagian Total 
Tenaga 
kerja tetap 
- GM WITEL MAKASSAR 
- DEPUTY GM WITEL MAKASSAR 
- WAR ROOM 
- ACCESS & SERVICE OPERATION 
- ACCESS OPTIMA & CONTRUCTION  
- NETWORK AREA 
1 Orang 
1 Orang 
  3 Orang 
21 Orang 
9 Orang 
11 Orang 
                                                          
45 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
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- CCAN FULFILMENT 
-  WHOLESALE ACCESS NETWORK 
4 Orang 
4 Orang 
tenaga kerja 
dengan 
perjanjian 
waktu 
tertentu 
- HOME SERVICE  
- PERSONAL SERVICE 
- CUSTOMER CARE 
- BUSINESS SERVICE 
- SECURITY 
16 Orang 
8 Orang 
23 Orang 
49 Orang 
2 Orang 
Total   152 0rang 
    Sumber PT.Telkom Tahun 2017 
PT.Telkom juga memberlakukan pengawasan dan absensi 
dengan tujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi pekerja berjalan 
dengan lancar, jadi PT.Telkom mengadakan pengawasan agar setiap 
pekerja selalu bekerja dengan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Maka 
dengan adanya pengawasan ini tenaga kerja akan berusaha datang, 
istirahat, masuk, dan pulang tepat pada waktunya. Selain itu pengawasan 
juga dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dari 
PT.Telkom.  
Berdasarkan Hasil wawancara Budiani Jafar selaku Humas 
PT.Telkom Bahwa: 
“PT.Telkom menerapkan absensi dengan sistem digital yang 
didalamnya yang memuat waktu masuk dan waktu pulang. Bilamana 
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terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja maka 
akan diketahui sistem dan akan dikenai sanksi oleh PT. Telkom.”46 
 
Mengenai pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Informasi mengenai kepesertaan karyawan PT.Telkom Program BPJS 
Ketenagakerjaan. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara 
dengan Bidang Humas PT.Telkom  
Berdasarkan Hasil wawancara Budiani Jafar selaku Humas PT 
Telkom Bahwa: 
“mengenai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa tenaga 
kerja/karyawan tetap di PT.Telkom semua diikutsertakan dalam Program 
BPJS Ketenagakerjaan.”47 
 
PT.Telkom telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keikutsertaan PT.Telkom dalam 
program BPJS menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai 
perhatian terhadap hak-hak pekerja, juga menimbulkan rasa aman dalam 
bekerja karena jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja pekerja 
tersebut mendapat jaminan dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan pada PT.Telkom, perusahaan 
ini mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS yaitu: Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 
(JHT), Jaminan Pensiun (JP), sedangkan program Jaminan Pemeliharaan 
                                                          
46 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
47 Ibid 
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Kesehatan (JPK) dilakukan sendiri oleh perusahaan karna telah mampu 
menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup memadai. 
Berdasarkan Hasil wawancara Budiani Jafar selaku Humas 
PT.Telkom Bahwa: 
“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada PT.Telkom menunjukkan 
bahwa perusahaan ini memliki kepedulian terhadap kesejahteraan setiap 
pekerja, baik yang berstatus karyawan tetap maupun karyawan kontrak. 
Dimana perusahaan tidak lagi memungut iuran untuk semua paket 
program BPJS dari pekerja, tetapi sepenuhnya di tanggung oleh 
perusahaan.” 48 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
paket jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh PT.Telkom dengan 
berdasarkan PP No. 84 Tahun 2013, dimana perusahaan ini tidak lagi 
memungut iuran kepada pekerja jadi seluruhnya ditanggung oleh 
perusahaan. 
”Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja, maka 
perusahaan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 
Kemudian mengisi dan mengirim formulir laporan kecelakaan ke BPJS 
tempat dimana perusahaan mendaftarkan karyawan tidak lebih dari 2 x 24 
jam terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya 
setelah menerima surat keterangan dokter tentang kecelakaan kerja yang 
terjadi, dalam waktu 2 x 24 jam pengusaha kembali melaporkan kepada 
BPJS dengan menerangkan: 
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir 
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya, atau 
c. Keadaan cacat total tetap untuk selama-lamanya baik fisik 
maupun mental atau 
d. Meninggal dunia  
Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja langsung mendapat 
pelayanan dari perusahaan, dimana kecelakaan kecil yang masih bisa 
ditangani oleh dokter perusahaan akan dirawat di poliklinik perusahaan 
                                                          
48 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
68 
 
dan bagi pekerja yang tertimpa musibah besar langsung akan ditangani 
oleh Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan 49 
Adapun fasilitas yang diperoleh pekerja pada saat terjadi 
kecelakaan kerja yaitu: 
1. Pertolongan pertama dari pihak perusahaan 
2. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit  
3. Pemeriksaan dan pengobatan  
4. Perawatan di Rumah Sakit” 50 
Dari 40 orang pekerja PT.Telkom yang menjadi responden, 
terdapat 17 (tujuh) orang pekerja yang pernah mengalami kecelakaan 
kerja yang disebabkan oleh bahaya mekanik, pemasangan installasi dan 
bahaya ketika memperbaiki ganguan jaringan dengan berbagai akibat 
yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Untuk mengetahui akibat yang 
ditimbulkan dari kecelakaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2 
Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja 
No Akibat Kecelakaan Kerja Jumlah 
Pekerja 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
Cacat Sebagian 
 
Sementara Tidak Mampu Bekerja 
 
Cedera Ringan 
 
Belum Pernah Mengalami Kecelakaan Kerja 
1 Orang 
 
4 Orang 
 
12 Orang 
 
23 Orang 
 Total  40 Orang 
      Sumber: Data Primer, Tahun 2017 
                                                          
49 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
50 Ibid 
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Kecelakaan yang menyebabkan pekerja mengalami cacat akan 
mendapat santunan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 
Bapak Wahyu pekerja teknisi PT.Telkom yang pernah mengalami 
kecelakaan kerja, yang mengakibatkan ruas pertama telunjuk kirinya 
harus dipotong. Atas kasus ini PT.Telkom telah memberikan jaminan 
kecelakaan kerja dengan menanggung seluruh biaya pengobatan, 
memberikan santunan dan tetap dipekerjakan.51 
Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan 
mereka sementara tidak mampu bekerja, akan memperoleh jaminan. 
Untuk mengetahui apakah jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh 
perusahaan melalui BPJS sudah memenuhi kebutuhan mereka, dapat 
dilihat melalui tanggapan responden yang pernah memperoleh jaminan 
sementara tidak bekerja pada tabel berikut ini: 
Tabel 3 
Jaminan Sementara Tidak Mampu Bekerja Yang Diberikan Dalam 
Pemenuhan Kebutuhan 
Perolehan Jaminan dalam memenuhi 
kebutuhan 
Jumlah 
 
- Memenuhi 
- Tidak Memenuhi 
 
             3 Orang 
1 Orang 
      Sumber: Data Primer, Tahun 2017 
                                                          
51 Hasil Wawancara Penulis Dengan Wahyu Selaku Pekerja Teknisi PT. Telkom Pada tanggal 6 
Maret 2017 di Kantor PT. Telkom 
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Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa tanggapan pekerja 
terhadap jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan 
diperoleh hasil bahwa ada yang merasa jaminan yang diberikan 
memenuhi kebutuhannya, dengan alasan yang menganggap tidak 
memenuhi, bahwa jaminan yang diperoleh tidak sebanding dengan apa 
yang ditimbulkan dan dibutuhkan dari kecelakaan yang mengakibatkan 
sementara tidak mampu bekerja. 
Adapun yang menjadi kekurangan dari jaminan yang dilaksanakan 
oleh PT.Telkom yaitu bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan 
kerja mengurus sendiri hak-haknya untuk memperoleh santunan ke 
BPJS.Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan, dimana 
sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka harus mengurus 
sendiri hak-haknya ke BPJS dengan memperlihatkan kartu peserta dan 
identitas peserta. Dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4 
Sikap dan Pendapat Pekerja yang Mendapatkan 
Jaminan kecelakaan kerja 
No Sikap/Pendapat Jumlah 
Pekerja 
1 
 
2 
 
 
Pihak yang setuju 
 
Pihak yang tidak setuju 
 
 
36 Orang 
 
4 Orang 
 
 
 Total  40 Orang 
      Sumber: Data Primer, Tahun 2017 
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 Perusahaan hanya melaporkan bahwa pekerja tersebut sedang 
mengalami kecelakaan kerja. Selain memberikan jaminan pada pekerja 
yang mendapat kecelakaan kerja, perusahaan juga melakukan upaya 
untuk menjamin keselamatan kerja karyawan.  
Berdasarkan Hasil wawancara Budiani Jafar selaku Humas PT 
Telkom Bahwa: 
“guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dengan 
menyediakan perlengkapan keselamatan kerja standar minimal yang 
berupa pakaian kerja, sepatu keselamatan kerja, Alat Perlindungan Diri 
(ADP) bagi karyawan sesuai dengan jenis dan bahaya pekerjaanya. 
Mengadakan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi 
masing-masing tingkat jabatannya di perusahaan.”52 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan pada PT.Telkom sudah dapat memenuhi kebutuhan 
pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dimana jika 
terjadi kecelakaan kerja keseluruhan biaya ditanggung oleh perusahaan, 
mulai dari biaya pengangkutan, biaya pengobatan dan biaya rumah sakit 
tanpa dilakukan pemotongan gaji karyawan  
Berdasarkan Hasil wawancara Budiani Jafar selaku Humas PT 
Telkom Bahwa: 
“PT.Telkom melaksanakan sendiri Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan, karena perusahaan telah mampu menyediakan fasilitas 
kesehatan yang cukup memadai.Dimana jaminan pemeliharaan 
kesehatan diberikan kepada pekerja atau suami atau istri yang sah dan 
                                                          
52 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
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anak sebanyak-banyaknya 3 orang umur maksimal 21 tahun belum 
menikah atau belum bekerja” 53 
Dan kemudian Budiani Jafar menjelaskan bahwa, 
“Pada jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh 
PT. Telkom, tidak mempengaruhi jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh BPJS, yang hanya merupakan pelayanan 
dasar.Jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan secara terpadu 
dan berkesinambungan yang bersifat menyeluruh dan pelayanan 
peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit.”54 
Dari 40 pekerja PT.Telkom yang menjadi responden, terdapat 15 
(lima) orang pekerja yang pernah mengalami sakit dan 18 (delapan) orang 
yang keluarganya pernah sakit dan bersalin. Adapun bentuk pelayanan 
yang pernah mereka peroleh dari perusahaan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
Tabel 5 
Bentuk Pelayanan Yang Pernah Diperoleh 
No Pelayanan Pekerja  
Keluarga 
 
Pekerja  
   Anak Istri 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
Rawat Jalan 
 
Rawat inap 
 
Pemeriksaan Kehamilan & 
Pertolongan Persalinan 
 
Pelayanan Gawat Darurat 
 
Belum Pernah 
Memperoleh 
9 
 
4 
 
- 
 
 
2 
 
7 
10 
 
2 
 
- 
 
 
- 
 
- 
2 
 
2 
 
2 
 
 
- 
 
- 
 Total  22 12 6 
 Sumber: Data Primer, Tahun 2017 
                                                          
53 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom. 
54 Ibid. 
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Selama PT.Telkom melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan 
kesehatan, karyawan lebih baik. Dimana untuk memberikan bantuan 
perawatan/pengobatan terhadap pekerja atau keluarganya yang sakit, 
perusahaan telah melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan berupa 
poliklinik yang dikontrol langsung oleh dokter perusahaan atau 
perusahaan akan menunjuk rumah sakit untuk melakukan perawatan-
perawatan itu. Untuk mengetahui sejauhmana fasilitas pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan 
pekerja dan keluarganya, dapat dilihat melalui tanggapan responden pada 
tabel berikut: 
 
Tabel 6 
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang 
Diberikan Perusahaan 
No Pelayanan Baik 
Sekali 
Baik Cukup Buruk 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
Rawat Jalan 
 
Rawat inap 
 
Pemeriksaan Kehamilan 
& Pertolongan Persalinan 
 
Pelayanan Gawat Darurat 
 
Belum Pernah 
Memperoleh 
21 
 
6 
 
2 
 
 
2 
 
7 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
2 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 Total  38   2 
Sumber: Data Primer, Tahun 2017 
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Dari data di atas menunjukkan bahwa tanggapan pekerja telah 
merasakan kepuasan dalam memperoleh layanan kesehatan yang 
diberikan oleh perusahaan, baik pelayanan rawat jalan, pemeriksaan 
kehamilan dan pertolongan persalinan, maupun pelayanan gawat darurat. 
Hal ini dapat diukur dari pemberian pelayanan yang tidak memerlukan 
waktu yang banyak.Hanya saja, dalam hal rawat inap pekerja masih 
merasa pelayanan yang diberikan masih kuarang. Hal ini disebabkan 
karena fasilitas yang disediakan dalam hal pekerja atau keluarganya yang 
akan menginap masih kurang. 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Budiani pada tanggal 6 Maret 
2017, pekerja atau keluarga pekerja yang mengalami sakit, akan 
memperoleh bantuan berupa: 
- Pemeriksaan atau pengobatan di poliklinik perusahaan atau Rumah 
Sakit yang ditunjuk perusahaan 
- Perawatan selama sakit di poliklinik perusahaan atau Rumah Sakit 
yang ditunjuk perusahaan 
- Pemeriksaan atau pengobatan diberikan selama 6 bulan terhitung 
saat hari pertama karyawan jatuh sakit 
- Jika setelah lewat 6 bulan yang bersangkutan ternyata masih 
dalam keadaan sakit, dapat diperhitungkan untuk memperpanjang 
waktu pemberian bantuan dengan selamanya 6 (enam) bulan lgi 
- Bagi karyawan yang menjalani perawatan, tetap dibayarkan gajinya 
Selain sakit, bagi karyawan atau istri karyawan yang hamil/bersalin 
akan memperoleh bantuan berupa: 
- Konsultasi/pemeriksaan kehamilan di poliklinik perusahaan atau 
Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan 
- Konsultasi/pemeriksaan atas dirinya dan bayinya di poliklinik 
Perusahaan atau Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan 
Akan tetapi untuk efisiensi dan effektifnya pelayanan serta rasionalisasi 
pembiayaan PT.Telkom memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal-
hal yang tidak ditanggung antara lain: 
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1. Pertolongan persalinan bagi karyawan atau istrinya hanya untuk 
anak pertama, kedua, dan ketiga 
2. Rawat inap bagi karyawan beserta keluarganya paling lama 60 
(enam puluh) hari 
3. Penyakit yang diakibatkan oleh alcohol dan narkotik, penyakit 
kelamin dan AIDS 
4. Perawatan kosmetika untuk kecantikan 
5. Oabt-obatan untuk kesuburan  
Selain memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pada 
karyawan, perusahaan juga melakukan berbagai upaya dalam rangka 
menjaga kesehatan karyawan dan mengurangi dampak penyakit akibat 
kerja.Dimana untuk menjaga kesehatan karyawan, maka perusahaan 
mengadakan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun, 
kecuali untuk karyawan yang karena sifat pekerjannya setiap 6 (enam) 
bulan sekali.55 
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, pelaksanaan 
jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT.Telkom sudah dapat 
memenuhi kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Dimana karyawan 
dapat memperoleh kepastian pelayanan medis pada saat 
membutuhkannya. Mereka tidak memerlukan lagi pembiayaan dokter, 
obat, uang muka dan biaya rumah sakit dan rumah bersalin. Dan 
terpeliharanya kesehatan bagi diri dan keluarganya. 
 
 
 
 
                                                          
55 Hasil Wawancara Penulis Dengan Budiani Jafar Selaku Humas PT. Telkom Pada tanggal 6 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom 
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B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Telkom dapat diperoleh 
data mengenai Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja dalam hal 
memperoleh data ini, penulis melakukan wawancara dengan Baharuddin 
selaku Karyawan PT.Telkom yang mengalami kecelakaan kerja . Berikut 
hasil wawancaranya:  
“Kurang ketelitian dari pihak pekerja dalam melengkapi persyaratan 
pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja sebelum diserahkan ke BPJS 
sehingga memakan waktu lama dalam proses pencairannya serta 
kurangnya perhatian perusahaan terhadap pembayaran santunan kepada 
pekerja yang telah tertimpa kecelakaan kerja. Dimana perusahaan hanya 
mengklaim pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan melaporkannya ke 
BPJS. Tetapi dalam hal pengurusan pemberian santunan atau hak-hak 
pekerja, diurus sendiri oleh pekerja.” 56 
Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa, Kendala-
kendala yang dihadapi PT. Telkom dalam pelaksanaan program 
kecelakaan kerja menurut Dengan Baharauddin karyawan PT. Telkom 
yang mengalami kecelakaan kerja, adalah sebagai berikut: 
a) Interval waktu proses pemberian santunan yang lama. Dimana untuk 
memperoleh santunan, pekerja harus menunggu sampai batas waktu 
pengurusan yang cukup lama karena pekerja harus mengurus sendiri 
ke BPJS. 
                                                          
56 Hasil Wawancara Penulis Dengan Baharauddin karyawan PT. Telkom Pada tanggal 1 Maret 
2017 di Kantor PT. Telkom. 
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b) Kurangnya sosialisasi BPJS dalam memberikan sosialisasi tentang 
segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan JKK dan JPK 
sehingga menyebabkan pekerja enggan menggunakan haknya sebagai 
peserta BPJS.  
c) Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang 
diberikan BPJS.  
d) Pengajuan klaim yang memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit 
yang menyebabkan pencairan dana dan pengambilan uang jaminan 
milik pekerja tidak dapat segera diterima.  
e) Standar pelayanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
pemeliharaan kesehatan paket dasar yang diberikan BPJS dari yang 
diharapkan oleh pekerja atau tidak sesuai dengan kesejahteraan 
pekerja. 
Dalam memperoleh data mengenai kendala-kendala yang 
dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Jaminan 
Kecelakaan Kerja, penulis melakukan wawancara dengan Muhammad 
Damai selaku Kabid Umum dan SDM BPJS ketenagakerjaan Berikut  
wawancaranya: 
“Kendala-kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam 
pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Kurangnya 
kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha, kontraktor/pemborong 
untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan; Masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui 
bahwa program BPJS merupakan haknya untuk mendapatkan 
perlindungan; Kepesertaan program BPJS yaitu hanya sebagian tenaga 
kerja diikut sertakan, tidak semua dari program BPJS diikut sertakan, 
kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran; Beratnya beban yang 
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ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK; Kesulitan keuangan 
(financial) perusahaan; Sulitnya menentukan besarnya santunan yang 
diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.” 57 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan 
Muhammad Damai selaku Kabid Umum dan SDM BPJS ketenagakerjaan, 
dapat diketahui bahwa Kendala- kendala yang dihadapi BPJS 
ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, 
adalah sebagai berikut:58 
1.  Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak 
pengusaha,kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga 
kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 
2. Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan 
kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum 
Kota/Kabupaten (UMK). 
3. Sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh tenaga kerja 
yang mengalami kecelakaan kerja. 
  
                                                          
57 Hasil Wawancara Penulis Dengan Muhammad Damai selaku Kabid Umum dan SDM BPJS 
ketenagakerjaan Pada tanggal 8 Maret 2017 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan 
58 Ibid. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Penyelenggaraan program BPJS yang dilaksanakan oleh 
PT.Telkom, salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja yang 
diikuti oleh BPJS  yang dapat melindungi kepentingan pekerja jika 
terjadi kecelakaan kerja. Mekanisme pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT.Telkom dilaksanakan sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun 
demikian, PT.Telkom dalam menyelenggarakan Program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja juga berdasarkan pada Peraturan Perusahaan 
PT.Telkom yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 
Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan 
untuk mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai 
dengan program yang dijamin oleh PT Telkom. akan tetapi dalam 
hal perolehan santunan, pekerja harus mengurus sendiri dan 
pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan 
sendiri oleh PT.Telkom mampu meringankan beban pekerja dan 
dapat memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya. 
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program BPJS ialah 
kurangnya perhatian perusahaan terhadap pembayaran jaminan 
kepada pekerja dan interval waktu proses pemberian jaminan yang 
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cukup lama serta kurang ketelitian dari pihak pekerja dalam 
melengkapi persyaratan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja 
sebelum diserahkan ke BPJS sehingga memakan waktu lama 
dalam proses pencairannya. 
B. SARAN 
1. Dalam upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja 
pada PT.Telkom, pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan 
tanggung jawabnya secara optimal serta juga diharapkan mampu 
lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para 
pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan 
pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. 
Maka dari hal tersebut, keduanya harus mendapatkan hak-haknya 
masing-masing sesuai keadilan demi terciptanya kesejahteraan 
tenaga kerja dan pengusaha.  
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mulai berganti menjadi BPJS 
ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
ketenagakerjaan) diharapkan mampu mengusahakan mengenai 
pemberian jaminan dengan kualitas yang lebih baik demi 
menanamkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi 
tenaga kerja, serta memberlakukan segala kebijakan dengan tegas 
sebagai suatu perwujudan proses kedisiplinan menuju 
penyelenggaraan layanan yang bersih dan teratur sehingga tujuan 
indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Perlu 
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adanya pengawasan dari instansi yang berwenang dalam hal 
pelaksanaan program BPJS, sehingga pekerja dapat memperoleh 
semua hak-haknya 
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